BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR || TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PERANGKAT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa Nagari sebagai daerah otonom yang
melaksanakan fungsi pemerintahan dijalankan oleh
Wali Nagari dan Perangkat Nagari;

b. bahwa Perangkat Nagari merupakan lapangan kerja
bagi masyarakat nagari yang perlu diberikan kepastian
hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan terbaru;

c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan
Dan Pemberhentian  Perangkat Desa maka perlu
dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018
tentang Perangkat Nagari;

d. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3

Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten



Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348});

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321});

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang



Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1223);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa:

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

dan

BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PERANGKAT NAGARI.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari (Lembaran Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 dihapus, sehingga berbunyi
sebagi berikut :
Pasal 4

(1) Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari.

(2) Perangkat Nagari adalah Unsur staf yang membantu Wali Nagari
dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam
sekretariat Nagari dan unsur pendukung tugas Walinagari dalam
pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan
teknis dan pelaksana kewilayahan.

(3) dihapus.

(4) dihapus.



2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 5 (lima) pasal baru vakni Pasal
4A, 4B, 4C, 4D dan 4E, sehingga berbunyi sebagi berikut :

Pasal 4A

Perangkat Nagari terdiri dari :
a. sekretariat nagari;
b. pelaksana kewilayahan; dan

¢. pelaksana teknis.

Pasal 4B

(1) Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A huruf a
dipimpin oleh Sekretaris Nagari dan dibantu oleh unsur staf
sekretariat.

(2) Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak
terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum,
urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua)
urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.

(3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin

oleh Kepala Urusan.

Pasal 4C

{1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A huruf
b merupakan unsur pembantu Wali Nagari sebagai satuan tugas
kewilayahan.

(2} Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan
yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan nagari serta
memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah
kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

(3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi,
penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan
Nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan
masyarakat nagari.

(4) Pelaksana Kewilayahan dipimpin oleh masing-masing Kepala Jorong di

tiap kejorongan.
Pasal 4D

(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A huruf c
merupakan unsur pembantu Wali Nagari sebagai pelaksana tugas

operasional.



(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat {1) paling banyak
terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan
dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi
pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.

(3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin
oleh Kepala Seksi.

Pasal 4E

Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing Kepala Urusan dan
Kepala Seksi dapat dibantu oleh seorang staf, dengan

mempertimbangkan beban kerja dan kemampuan keuangan nagari.

- Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 5

A, sehingga berbunyi sebagi berikut :

Pasal 5A
Tingkat perkembangan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan pasal 6 dihapus.

. Diantara pasal 25 dan pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni
pasal 25A, sehingga berbunyi sebagi berikut :
Pasal 25A

Ketentituan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas

Pokok dan Fungsi Pemerintahan Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni
Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagi berikut :

Pasal 41A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian

perangkat nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Perangkat Nagari yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan
Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya

berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.



(2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat
secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang
dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam
puluhj tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal (v Oergmlyer” 2019
BUPATI PASAMAN BARAT,

/

" yULiANTO

Diundangkan di Simpang Empat
pada Tanggal 12 Pugmber 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

T .

YUDESRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019
NOMOR {{

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT: ( 12/ 132 /2019)



